PENYELENGGARAAN PELAYANA
PENANAMAN MODAL D

can ketentuan pasal 6 ayat (3) dan
i Dalam Ncgcn Republik Indonesia

a dan huruf b diatas,perlu menetapkan
an  Bupati tentang Pendelegasian  Sebagian
v nangan Penandatanganan Perizinan dan Non perizinan
ada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
adu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Barat;

..Undang - undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155. Tambahan Temharan Naaara
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3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tel:ltangPerubahan Kedua Atas Und dé}lg Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemcrintah \

S5679);
4.Undang -

5234);
S.Peraturan Preside:
Penyelenggaraag

‘am Bagian Barat;
dalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsure

4. Perangkat 1 adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Dinas Peénanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Seram

Bagian Barat yang melaksanakan penvelenggaraan pemerintahan dibidang
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8. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabata Pemerintah Daet
kewenangan berdasarkan peraturan perundang - undangan;

sesuai dengan

! 9. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggar.
g nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari taha
§ tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dals

i tempat

10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemeri;f; h

usaha atau kegiatan tertentu;
1. Perizinan adalah pemberian
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam
persetujuan/rekomendasi maupun tand aftar
. Nonperizinan adalah segala bentuk k han pelayanan fasilitas fiskal, dan

kCPUtusan dalam memt a
suatu permohonan periz
15. Pendidikan Anak USI

‘ ‘en 1d1kan formal d1 Indonesia setelah lulus sekolah
ekolah Menengah Pertama ditempuh dalam waktu 3
n, mulai dari ke mpai kelas 9;

. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP adalah salah satu
bentuk satu dikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang
memerluka ‘pengetahuan, ketrampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk

1 diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau

9 melanjutkan pendldll(an ke jenjang yang lebih tinggi;

¢ 20. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah
suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada
pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan dibidang sosial,
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an yang selanjutnya disingkat SIU-PB adalah
nddnesia ataupun

an usaha
neliputi usaha

Surat Izin Usaha Budidaya Perikan
izin vang harus dimiliki oleh setiap warga negara Republik I

+adan hukum Indonesia termasuk koperasi yang me
pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau, dan air 1
pendidikan, usaha pembesaran dan usaha penanganan da
“aik vang dilakukan secara terpisah maupun secara terpa
Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan lkan yang se :
wdslah kegiatan usaha dibidang pembudidayaan ikan
vang terdaftar pada instansi yang bertanggungjaw di
Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan yang . se
acdaiah kegiatan untuk memberi tanda atau notasi ka
~anda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah surat
yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang i ,

melakukan kegiatan sarana distrbusi; .
Surat Izin Usaha Perdagangan yang seis
yang diberikan kepada suatu badan
perikanan;
Tanda Daftar Perusahan yang sel
vang diadakan menurut atau
dan/atau peraturan — perafit

egiatan usaha

at TDI adalah izin yang wajib
.melakukan kegiatan usaha

gélolaan dan pemantauan lingkungan
hadup at ampak lingkunga ri usaha dan/atau kegiatannya diluar
usaha dan/atau kegiatan yang wajib idal UKL-UPL;

anigan Asal lkan yang' selanjutnya disingkat SKAI dalah surat
iap kegiatan pengiriman, pengangkutan sumber
tar pulau baik komersial maupun yang dikirim

.

n/atau kegiata

BAB Il
KEWENANGAN

Pasal 2
ikan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada

Bupati men :
Kepala DPMPTSP:
Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas pei'mohonan;

5. Penerbitan dokumen izin dan nonizin,
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BAB 111
JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN ,
Pasal 3

1} Pendelegasian Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksuc
meliputi :
a. Perizinan Bidang Pendidikan, terdiri dari :

1. Izin Pendirian KB atau PAUD;

Izin Pendirian TK; dan

Izin Pendirian SD/ SMP.

Izin Pcndirian Satuan Pendidikan Non Fe¢

a, LKP; dan

b. PKBM.

c. Perizinan Bidang Kesehatan, terdiri d

st el

1. Izin Operasional Rumah Sakit Kel
2. Izin Operasional Rumah Saki

3. Izin Operasicnal Puskesmas;

4. Izin Operasional Apotek ‘

S.

6.

1.

8.

9.

10.

—l.—‘
O =

dirikan Panti Jompo, Panti Asuhan dan sejenisnya; dan
10 Izin Mendirikan Bangunan Hotel.
e. Bidang Komonikasi dan Informasi, terdiri dari :

1. Izin IKR/G;

2. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi dan sejenisnya; dan
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g. Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
1. SIU-PB;
2. TPUPI; dan ¥
3. TPKPI
h. Perizinan Bidang Parawisata, terdiri dari :
Izin usaha penginapan,;
Izin usaha rumah makan/Restoran/Cafe;
Izin usaha hiburan umum;
Izin Usaha Kawasan objek wisata;
Izin usaha salon;
Izin usaha jasa wisata tirta; dan
Izin usaha biro perjalanan.
i. Perizinan Bidang Pertanian dan petern
1. Izin Usaha Peternakan;
2. Izin Pemotongan Ternak; dan
3. Izin Usaha Produksi Benih/Bi
j. Perizinan Bidang Perindustrian, Pe
1. TDG; '
2. SIUP;
-TOP:
« T2
. Izin Tempat Penjual
. Izin Usaha Toko &

.

pevEE b W

(@6]

‘Golongan B;
ol Golongan C; dan

BAR IV
ETENTUAN PERALIHAN
Pasal4

Dengan berlakuns
yang berwenang

. Peraturan ini, maka semua izin yang telah ditanda tangani oleh
tap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin tersebut.

e Pasal 5

. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Seram Bagian
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BAB V
PENUTUP
Pasal 6
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